
 

BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada suatu pemerintahan yang baik, pengelolaan administrasi penduduk 

mempunyai fungsi yang sangat krusial guna memastikan hak-hak dan 

identitas setiap individu. Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil), memiliki tanggung jawab dalam mengelola informasi penduduk serta 

mengeluarkan dokumen identitas, sebagaimana akta kelahiran, Kartu Tanda 

Penduduk, dan akta kematian.
1
 Dokumen-dokumen ini bukan hanya sekadar 

formalitas, tetapi merupakan pengakuan hukum yang menyangkut hak-hak 

individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, 

dan layanan publik lainnya.
2
 

Pelaksanaannya tidak jarang terjadi kesalahan dalam penerbitan 

dokumen kependudukan. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, 

seperti human error, kekurangan dalam sistem informasi, atau kurangnya 
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pelatihan pegawai.
3
 Beberapa kasus kesalahan penerbitan dokumen telah 

menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat, mengakibatkan hilangnya 

hak-hak hukum dan kesulitan dalam mengakses layanan publik yang 

seharusnya mereka terima. Sehingga, penting guna memahami tanggung 

jawab hukum yang dimiliki oleh Dinas Dukcapil dalam situasi ini. 

Tanggung jawab hukum Dinas Dukcapil tidak hanya mencakup 

kewajiban untuk menerbitkan dokumen yang akurat, namun juga guna 

mempertanggungjawabkan kesalahan yang terjadi.
4
 Bersumber UU 

No.24/2013 perihal Administrasi Kependudukan, instansi pemerintah 

diharapkan mampu memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel.
5
 

Hal ini menjadi semakin penting mengingat dokumen kependudukan 

mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, dan kesalahan yang terjadi 

dapat berakibat serius bagi individu dan keluarga. 

Pelaksanaan administrasi dan tata cara input data di Dispendukcapil 

ditetapkan melalui berbagai kebijakan perundang-undangan yang menjadi 

dasar hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia. UU 

No.23/2006 perihal Administrasi Kependudukan merupakan landasan utama 

yang mengatur seluruh rangkaian kegiatan administrasi kependudukan, 

termasuk pengelolaan dan pemutakhiran data penduduk. Ketentuan ini lalu 
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disempurnakan melalui UU No.24/2013, yang memperkuat sistem pencatatan 

elektronik dan menegaskan tanggung jawab Dispendukcapil dalam menjaga 

akurasi data. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 

memberikan penjabaran teknis mengenai pelaksanaan administrasi 

kependudukan, termasuk prosedur input, validasi, dan verifikasi data agar 

sesuai dengan standar nasional. Selain itu, Perpres No.96/2018 mengatur 

secara rinci tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk serta pencatatan 

sipil, sedangkan Permendagri No.7/2019 menjadi pedoman operasional dalam 

pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara online. 

Keseluruhan regulasi tersebut tujuannya guna membentuk sistem administrasi 

kependudukan yang akurat, tertib, transparan, dan berbasis teknologi 

informasi sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan input data. 

Mekanisme penyelesaian kesalahan penerbitan dokumen kependudukan 

juga perlu diperhatikan. Dalam konteks administrasi publik, mekanisme ini 

harus mampu memberikan solusi yang cepat dan efektif untuk mengatasi 

masalah yang timbul akibat kesalahan.
6
 Bahwa mekanisme penyelesaian yang 

baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi 

pemerintah.
7
 Analisis terhadap mekanisme yang ada akan membantu untuk 
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memahami bagaimana Dinas Dukcapil merespons keluhan masyarakat dan 

menjalankan tanggung jawab hukumnya. 

Berbagai upaya perbaikan perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya 

kesalahan serupa di masa depan. Ini termasuk peningkatan sistem informasi, 

pelatihan bagi pegawai, serta transparansi dalam proses penerbitan dokumen. 

Dinas Dukcapil juga perlu menyediakan saluran pengaduan yang efektif agar 

masyarakat dapat dengan mudah melaporkan kesalahan yang terjadi dan 

mendapatkan solusi yang memadai. Dengan demikian, tahapan berikut 

harapannya bisa mengoptimalkan mutu pelayanan publik dan perlindungan 

hak masyarakat.
8
 

Seperti contoh kasus kesalahan Dispendukcapil Magetan Kasus seorang 

warga Magetan bernama Suparlan yang secara keliru mendapatkan akta 

kematian meski masih hidup terjadi akibat kesalahan input data di sistem 

administrasi kependudukan. Kesalahan ini berawal dari data yang 

disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan kepada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Diduga, kekeliruan 

muncul karena tekanan dan tingginya volume pelaporan kematian selama 

masa pandemi COVID-19, di mana sebagian data dimasukkan secara manual 

melalui sistem pelaporan kasus. Setelah kasus tersebut terungkap, 

Dispendukcapil Magetan segera memperbaiki dan mengaktifkan kembali data 

kependudukan Suparlan agar ia dapat kembali memperoleh pelayanan publik 
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secara normal. Pihak berwenang menyatakan bahwa kejadian ini murni 

merupakan kesalahan manusia (human error) dan menyampaikan 

permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga tersebut.
9
 

Studi berikut tujuannya guna mengkaji secara mendalam perihal 

tanggung jawab hukum dan mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh 

Dinas Dispendukcapil dalam menghadapi kasus kesalahan penerbitan 

dokumen kependudukan. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan 

dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan dan 

membentuk kepercayaan publik pada instansi pemerintah. Melalui kajian 

berikut, harapannya juga akan muncul rekomendasi yang berguna bagi 

perbaikan sistem administrasi kependudukan di masa mendatang.  

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Bersumber Latar Belakang Permasalahan di atas, penulis menyusun batasan 

permasalahan yakni: 

1. Fokus penelitian hanya membahas mengenai mekanisme penyelesaian 

kasus kesalahan penerbitan dokumen kependudukan yang terjadi di 

lingkungan Disdukcapil. 

2. Objek penelitian dibatasi pada prosedur penyelesaian internal Disdukcapil, 

termasuk mekanisme pengaduan masyarakat, proses verifikasi dan 
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klarifikasi data, serta langkah koreksi dokumen yang dilakukan oleh pihak 

berwenang. 

Bersumber latar belakang permasalahan, penulis menyusun rumusan 

permasalahan yang meliputi: 

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Dispendukcapil Boyolali 

apabila terjadi kesalahan dalam penerbitan dokumen Kependudukan? 

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh masyarakat 

apabila dirugikan akibat kesalahan penerbitan Dokumen Kependudukan 

oleh Dispendukcapil Boyolali? 

C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian  

Studi berikut memiliki sejumlah tujuan yakni  

1. Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tanggung 

jawab hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam 

kasus kesalahan penerbitan dokumen kependudukan. Dengan pemahaman 

yang mendalam mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh 

instansi, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah perbaikan yang 

diperlukan.  

2. Studi berikut tujuannya guna menganalisis mekanisme penyelesaian yang 

diterapkan oleh Dinas Dukcapil dalam menangani kesalahan penerbitan 

dokumen. Dengan mempelajari proses dan prosedur yang ada, penelitian 

ini dapat mengidentifikasi celah-celah yang perlu diperbaiki untuk 
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meningkatkan efektivitas layanan. Akhirnya, studi berikut tujuannya guna 

memberi masukan yang konstruktif untuk Dispendukcapil supaya bisa 

mengoptimalkan kualitas pelayanan dan mencegah terulangnya kesalahan 

serupa di masa mendatang. 

Manfaat dari hasil penelitian ini yakni.  

1. Bagi Dinas Dukcapil, hasil studi harapannya bisa memberi wawasan yang 

berguna dalam memahami tanggung jawab hukum dan mekanisme 

penyelesaian yang lebih efektif. Dengan demikian, instansi ini dapat 

memperbaiki sistem kerja dan mengoptimalkan mutu pelayanan publik 

yang diberikan kepada khalayak umum.  

2. Bagi masyarakat, studi berikut bermanfaat dalam memberi pemahaman 

mengenai hak-hak mereka dalam administrasi kependudukan. Dengan 

informasi yang tepat, masyarakat dapat lebih aktif dalam melaporkan 

kesalahan dan menuntut hak-haknya terkait dokumen kependudukan. 

Terakhir, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, hasil studi berikut 

harapannya bisa memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu pada 

bidang hukum administrasi dan pelayanan publik. Studi berikut bisa 

dijadikan rujukan untuk studi-studi berikutnya yang membahas isu serupa 

di daerah lain atau dalam konteks yang berbeda. 
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Kesalahan dalam penerbitan dokumen kependudukan berpotensi 

menimbulkan permasalahan hukum, baik bagi masyarakat sebagai pemohon 

maupun bagi instansi yang menerbitkan dokumen tersebut. Kekeliruan data 

yang tercantum dalam dokumen resmi dapat berdampak pada terganggunya 

kepastian hukum serta pemenuhan hak-hak administratif warga negara. Oleh 

karena itu, kesalahan tersebut harus melalui proses perbaikan yang bersifat 

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mengkaji bagaimana 

bentuk tanggung jawab hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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atas kesalahan penerbitan dokumen tersebut serta bagaimana mekanisme 

penyelesaian yang ditempuh dalam menangani kasus kesalahan dimaksud. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Studi berikut ialah jenis studi yuridis empiris. Yuridis empiris ialah 

studi yang mengkaji perihal penerapan hukum yang nampak secara nyata 

dengan meneliti penerapan hukum pada khalayak umum.
10

 

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis tanggung 

jawab hukum dan mekanisme penyelesaian kesalahan penerbitan dokumen 

kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kajian 

normatif dijalankan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang 

mengatur administrasi kependudukan, seperti UU No.23/2006 perihal 

Administrasi Kependudukan seperti yang sudah dirubah dengan UU 

No.24/2013, serta peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, aspek 

empiris diarahkan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut 

dilaksanakan dalam praktik pelayanan administrasi kependudukan, 

termasuk prosedur koreksi data, mekanisme pengaduan masyarakat, serta 
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bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh Dispendukcapil ketika 

terjadi kesalahan penerbitan dokumen. 

Dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, diharapkan dapat 

diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana 

Dispendukcapil melaksanakan tanggung jawab hukumnya, serta 

bagaimana mekanisme penyelesaian yang ditempuh mampu memberikan 

perlindungan hukum dan kepastian hak bagi masyarakat.  

2. Metode Pendekatan 

Studi berikut memakai metode pendekatan peraturan perundang-

undangan yakni pendekatan statute approach, yaitu pendekatan yang 

dijalankan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan 

dengan mekanisme penyelesaian kasus kesalahan penerbitan dokumen 

kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui 

pendekatan ini, peneliti mengkaji secara sistematis peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum administrasi kependudukan, seperti 

UU No.23/2006 perihal Administrasi Kependudukan seperti yang sudah 

dirubah dengan UU No.24/2013, dan Perpres No.96/2018 perihal Tata 

Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan 

Permendagri No.108/2019 sebagai aturan pelaksanaannya. 

3. Jenis Dan Sumber Data 
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Dalam studi berikut, memakai metode pengumpulan Data Sekunder. 

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak 

langsung dari objek studi. Informasi sekunder yang didapatkan bisa 

bersumber dari laman internet atau dari sumber yang relevan yang terkait 

dengan topik yang tengah dianalisis peneliti.
11

 

Dalam pengumpulan Data Sekunder terdapat beberapa jenis yakni : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merujuk pada peraturan yang tertulis 

dan dipatuhi oleh negara. Semua ini bisa didapati pada keputusan 

pengadilan yang sifatnya final, undang-undang yang disahkan oleh 

lembaga legislatif, serta keputusan dari berbagai lembaga 

administratif.
12

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder mencakup semua jenis tulisan atau 

literatur yang mengomentari, menjelaskan, dan menganalisis bahan 

hukum primer. Sedangkan bahan hukum primer meliputi keputusan 

pengadilan, undang-undang, dan perjanjian, bahan hukum sekunder 

berfungsi sebagai sumber pendukung yang menunjang penulis 
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dalam menginterpretasikan, memahami, dan menyanggah bahan 

hukum tersebut.
13

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier ialah sumber yang memberi arahan atau 

penjelasan tambahan kepada bahan hukum primer dan sekunder. 

Jadi, bahan hukum tersier tidak mencakup analisis yang mendalam 

dan norma hukum, tetapi berisi referensi umum yang mendukung 

penulis dalam memahami, mencari, atau menginterpretasikan 

bahan hukum. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus bahasa, 

kamus hukum, indeks kumulatif, ensiklopedia, bibliografi, serta 

direktori tentang perundang-undangan dan peraturan, dll.
14

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Para peneliti memanfaatkan metode penghimpunan data lewat studi 

pustaka. Studi pustaka mencakup beragam upaya yang diambil penulis 

guna menghimpun informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau 

topik yang sedang atau akan dikaji. Informasi tersebut bisa didapat dari 

laporan studi, buku akademik, karya ilmiah, tesis atau disertasi, keputusan, 
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peraturan, ensiklopedia, buku tahunan, dan berbagai sumber tertulis 

lainnya, baik yang dicetak ataupun yang berbentuk elektronik.
15

 

5. Metode Analisis Data 

Metode yang dipakai guna menganalisis data pada studi berikut ialah 

analisis data Kualitatif Deskriptif. Metode berikut berguna untuk 

menampilkan, mendeskripsikan, atau merangkum data melalui cara yang 

terstruktur.
16

 Metode deskriptif iaalah satu diantara jenis metode pada studi 

kuantitatif yang fokus pada satu permasalahan. Metode berikut dipakai 

guna merekam atau menyelidiki keadaan sosial melalui cara yang luas, 

lengkap, dan mendetail. Jenis metode kuantitatif seperti deskriptif tujunnya 

guna menggambarkan dengan sistematis ciri-ciri atau fakta dari suatu area 

atau populasi dengan teliti dan akurat.
17
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